
R  A N C A N G A N

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR        TAHUN  2019

 T E N T A N G

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  320  ayat  (6)  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  atas  dasar
Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  yang  telah  mendapat  persetujuan
bersama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,
Bupati  berkewajiban untuk menyusun Peraturan Kepala
Daerah  tentang  Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa  Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten
Kudus  Tahun  Anggaran  2018 merupakan  penyajian
rincian Laporan Realisasi Anggaran yang bertujuan untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,
ekonomis,  transparan   dan  bertanggungjawab  dengan
memperhatikan  asas  keadilan,  kepatutan  dan  manfaat
untuk masyarakat;

c. bahwa  dengan  ditetapkannya  Penjabaran  Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  Kabupaten  Kudus  Tahun  Anggaran  2018
diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang  berguna



untuk  pengambilan  keputusan  dalam  menentukan  dan
mengevaluasi  alokasi  sumber  dana  serta  menyajikan
akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas
sumber daya yang dikelola;

d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti  ketentuan Pasal 12
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor…      Tahun
2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kudus
Tahun  Anggaran  2018,  perlu  menetapkan Peraturan
Kepala  Daerah  tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

 Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang  Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
105,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4755);

3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari
Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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6. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5234);

11. Undang-Undang   Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia      Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesioa  Nomor  5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Perubahan
Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
tentang  Pemerintahan  Daerah   (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1977  tentang
Peraturan  Gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1977  Nomor  11,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3098),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2019  tentang
Perubahan  Kedelapan  Belas  atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor  7  Tahun  1977  tentang  Peraturan  Gaji  Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2019 Nomor 43);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan  Keuangan Kepala  Daerah  dan Wakil  Kepala
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia   Tahun  2005  Nomor  48,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4502)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  171,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2005  Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2005 Nomor  138,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem
Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang
Pelaporan  Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
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Tata  Cara  Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4664);

20. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang
Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada
Pemerintah,  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan  Informasi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah  kepada  Masyarakat  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  19,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata  Cara  Pemberian  dan  Pemanfaatan  Insentif
Pemungutan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  119  ,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2010 Nomor  123,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman  Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2011  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia 5219);

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012 tentang
Hibah  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2012 Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor  106,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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27. Peraturan  Presiden  Nomor  32  Tahun  2014  tentang
Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  Jaminan
Kesehatan  Nasional  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat
Pertama  Milik  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

28. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014 Nomor 199);

29. Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2016  tentang
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan
Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang  Pedoman Pemberian  Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011
Nomor  450),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali
terakhir  dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor
123   Tahun  2018  tentang  Perubahan  Keempat  atas
Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011
tentang  Pedoman Pemberian  Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019
Nomor 15);

32. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  59  Tahun 2014
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tentang  Standar  Tarif  Pelayanan  Kesehatan  dalam
Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kesehatan  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten  Kudus  Tahun  2007
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 99);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten  Kudus  Tahun  Anggaran  2018  (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun
2018  tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kudus  Tahun  2018
Nomor 8);

36. Peraturan  Daerah  Kabupaten   Kudus   Nomor…..
Tahun  2019  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten
Kudus  Tahun  Anggaran  2018  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor      );

37. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten  Kudus  Tahun 2017  Nomor  41)  sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan
Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua  atas  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  41  Tahun
2017  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  Dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 13);

38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 21);

39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2018 tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Kudus  Nomor  21
Tahun  2018  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2018  (Berita  Daerah  Kabupaten  Kudus  Tahun  2018
Nomor 27);
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Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor:
910/148/2019 tanggal 7 Agustus 2019  tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah  Kabupaten Kudus tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2018  dan
Rancangan Peraturan Bupati  Kudus tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan
dan Belanja  Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2018;

2. Berita  Acara  Persetujuan Bersama  Bupati  Kudus dan
Dewan Perwakilan  Rakyat   Daerah  Kabupaten  Kudus
Nomor   903/3312/07.00/2019  –  903/597/07.02/2019
tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
tentang  Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018  terdiri atas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp    337.364.609.424,00 
b. Dana Perimbangan Rp 1.281.771.374.568,00

c.  Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah  Rp    377.394.110.365,00

                                     Jumlah Pendapatan Rp 1.996.530.094.357,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1)  Belanja Pegawai Rp    783.615.107.287,00
2)  Belanja Hibah Rp      54.557.133.531,00
3)  Belanja Bantuan sosial Rp        7.221.230.000,00
4)  Belanja Bagi Hasil

 Kepada Provinsi/
 Kabupaten/Kota dan
 Pemerintah Desa Rp      12.829.396.700,00

5)  Belanja Bantuan 
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Keuangan kepada 
Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan
Desa Rp     225.764.706.850,00

6)  Belanja Tidak Terduga Rp                              0,00 
Rp  1.083.987.574.368,00

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp      42.286.520.888,00  
2) Belanja Barang 

dan Jasa Rp    453.849.265.039,00   
3) Belanja Modal Rp    377.578.292.200,00 

Rp    873.714.078.127,00

                                Jumlah Belanja Rp 1.957.701.652.495,00
Surplus Rp      38.828.441.862,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp    138.850.753.150,00          
b. Pengeluaran Rp        8.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp        130.850.753.150,00
Sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan Rp    169.679.195.012,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  1  dirinci  lebih  lanjut  ke  dalam  Penjabaran
Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran  Laporan  Realisasi  Anggaran  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  3  tercantum  dalam  Lampiran  II
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran  I  dan  Lampiran  II  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

                                              Ditetapkan di Kudus
                                                                          pada tanggal 

                                                                             Plt. BUPATI KUDUS
                                                                                WAKIL BUPATI,

                                                                                   HARTOPO
Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
 

SAM’ANI INTAKORIS 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN  2019  NOMOR
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